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TPP 2024
Diverifikasi oleh OPD Masing-

Masing dan Mengupload Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab 

Mutlak (SPTJM) 



POINT-POINT DALAM PERWAL TPP 2024
Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

TPP 2023 TPP 2024

Pegawai harus memenuhi aktivitas
harian sebanyak 8.000 menit
dalam sebulan

Pegawai harus memenuhi aktivitas harian sebanyak 7.200 
menit dalam sebulan

-

Penugasan ASN Keluar/ Masuk Kota Semarang
• TPP diberikan di Kota Tujuan Tugas
• Dibuat Surat Perjanjian antar instansi Kota Semarang 

dengan Instansi Luar
• Apabila pegawai diluar instansi Kota Semarang diberikan

tugas dan masuk ke Pemerintahan Kota Semarang. Maka
Pegawai Tersebut mendapatkan TPP di Kota Semarang 
sesuai dengan Kelas Jabatan dan Tidak Mendapatkan TPP 
Di Instansi Asal

-
Tugas Tambahan Sebagai Ketua Tim mendapatkan 
tambahan TPP sebesar Rp. 2.000.000,-



POINT-POINT DALAM PERWAL TPP 2024
Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

TPP 2023 TPP 2024

Bagi PNS Mutasi dari Luar Pemerintah Kota Semarang 
diberikan TPP sebesar 50% selama Satu tahun

Bagi PNS Mutasi dari Luar Pemerintah Kota Semarang 
diberikan TPP sebesar 50% selama Satu tahun; dan 
ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku
dalam hal pegawai PNS mutasi yang diangkat dalam
jabatan pengawas/administrator/JPT Pratama.

2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi
pegawai ASN yang cuti alasan penting

2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN 
yang cuti alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari pada 
bulan berkenaan

• 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir
dan/atau tidak melakukan presensi saat apel atau
upacara

• 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN 
yang menerima surat tindak lanjut penegakan
disiplin

• 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi pegawai ASN 
yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan
per hari kerja

• 0,5% (nol koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak
hadir dan/atau tidak melakukan presensi saat apel

• 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang menerima surat
tindak lanjut penegakan disiplin;

• 15% (lima belas persen) bagi pegawai ASN yang tidak
masuk kerja dengan tanpa keterangan per hari kerja



INSTRUMEN DESK KETUA TIM KERJA
Semua Subkor Perencanaan
bisa diganti ketua Tim kerja1 Semua Subkor di Setda bisa diganti 

ketua Tim kerja2
Semua Subkor 6 urusan
Pelayanan Dasar meliputi:3 BLUD tidak diperlukan Ketua Tim

Kerja dengan alasan memiliki
otoritas Kepegawaian

4
• Pendidikan

• Kesehatan

• Pekerjaan Umum dan tata Ruang

• Perumahan Rakyat dan kawasan

Permukiman

• Trantibum dan Linmas

• sosial

(Disdik, Dkk, Distaru, PU, Perkim, 
Damkar, Satpol PP, Dinsos, BPBD)

Urusan Penunjang (Perencanaan,
Kepegawaian, Keuangan) dapat
diganti Ketua Tim Kerja

5

Hasil Desk dibuat Surat rekomendasi
oleh Sekda untuk Kemudian
dijadikan Sebagai Dasar Pembuatan
SK.
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DAFTAR PESERTA
YANG PERLU DILAKUKAN DESK

NO OPD JML ASN ABK %
JML 

SUBKOR KSG

1 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 50 125 40% 6

2 DINAS KETAHANAN PANGAN 34 77 44% 7

3 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 66 148 45% 6

4 DINAS PERINDUSTRIAN 32 69 46% 6

5 DINAS PERTANIAN 91 199 46% 5

6 DINAS PERDAGANGAN 145 310 47% 4

7
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL
70 147 48% 3

8 DINAS TENAGA KERJA 64 125 51% 1

9
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK
50 97 52% 2

10 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 58 110 53% 3

11 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 75 121 62% 5

12
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, 

STATISTIK DAN PERSANDIAN
94 140 67% 3



ALUR 
PENGAJUAN
TPP 2024



1. Klik tombol “Download” pada menu Penilaian Kinerja 



2. Klik tombol “Download” pada Menu Kurang Jam ditunggu
sampai berhasil selesai downloadnya



3. Klik Tombol Hitung Pada Menu Daftar Usulan dan divalidasi



4. Mengupload Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
yang sudah bermaterai dan ditandatangani di sertai Usulan TPP pada 
upload file Pendukung



Kasubbag
Umpeg/Pengelola
Kepegawaian
dapat mengirimkan usulan dalam
bentuk pdf ke masing-masing 
pengampu untuk di validasi
usulannya





smg.city/sosialisasitpp
"Terkadang harga integritas adalah kehilangan seorang teman."Jack McDevit



Terima Kasih
Bunga melati warnanya putih

Cukup sekian dan terima kasih

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
Pemerintah Kota Semarang 2024SOSIALISASI
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